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STRATEGI PENGEMBANGAN KEHUTANAN SOSIAL (SOCIAL FORESTRY)
DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG

(Kasus Hutan Lindung Boven Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu) ‘
MENGESAHKAN

Oleh : : e e :
Safinan Fare Cany Sesuai Dengan Aslinya

ensification of agricultural.

lindung adalah kawasan
ang mempunyai fungsi pokok sebagai
dungan sistem penyangga kehidupan
mengatur tata air, mencegah banjir,
alikan erosi, mencegah instrusi air
memelihara kesuburan tanah
m, 1999). Dengan fungsi utama
, pemanfaatan hutan lindung tidak
inkan adanya kegiatan penebangan
ngambilan kayu dari dalam kawasan,
mengubah peruntukan lahannya untuk
udidaya tanaman semusim.

Namun kegiatan perambahan hutan
ertanian masyarakat dan pencurian
bagai salah satu bentuk kegiatan
terhadap pemanfaatan sumber daya
ndung, telah terjadi di sebagian

Siswahyono na
(Staf Pengajar Jurusan Kehutanan Faperta Universifas Bengkulu)

ABSTRACT

The research is conducted in forest protection Boven Lais area and it’s sorrounding
llages. Basic method used in this research is survey method with interview to obtain social-
onomic cultural data of people, and survey groundchek technique to obtain biogeophysic data of
est area. The data was analysed using descriptive analysis.

Encroachment and illegal cutting was happened in forest protection Boven Lais area
boundary with villages. Intense destructive interaction due to aspects of region development
have not been accomodate in the forest management. Based on strategy of social Jforestry as
erence (o formilate the goal of forest management, result showed that there are three
system : forestry, agricultura and social economic, influencing in the forest management.
eral aspect which causing the failure of the forest management were (1). the local community
d for furniture Wood can not be fulfill from agricultural land, (2). illegal cutting as a part of job
ortunity in the cover unemployment, and (3).

Tangosi

iy Tuta Usaha
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encroachment by local community because

kawasan hutan lindung di Propinsi Bengkulu.
Kegiatan perambahan hutan dilakukan
dengan cara menebang pohon, membakar dan
dilanjutkan menanam komoditas tanaman
semusim, kopi dan jenis lainnya. Kegiatan ini
akan menyebabkan siklus unsur hara untuk
sementara  waktu  berhenti, mengingat
kesuburan tanahnya sangat bergantung pada
bahan organik yang dihasilkan vegetasi di
atasnya. Heterogenitas jenis dan struktur
vertikal vegetasi penutup lahan tanaman
budidaya yang lebih rendah dibandingkan
vegetasi hutan alam, menyebabkan kesuburan
lahan tidak dapat dipertahankan dalam jangka
waktu lama dan wusaha tani kurang
menguntungkan secara ekonomis. Lahan
yang sudah kurus akan ditinggalkan dan akan
membuka lahan kebun baru.
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Menurunnya kemampuan kawasan
hutan produksi untuk menghasilkan kayu
pertukangan, telah menjadikan kawasan
hutan lindung sebagai salah satu alternatif
sumber penghasil kayu oleh masyarakat
dengan menebang secara illegal. Kemudahan
mencuri kayu dari kawasan hutan lindung,
tidak bisa dipisahkan dari cara pemerintah
dalam mengelola hutan itu sendiri. Hutan
lindung selama ini dapat dikatakan “tidak
dikelola” oleh pemerintah. Tidak dikelolanya
kawasan hutan lindung oleh pemerintah,
mungkin lebih disebabkan karena hutan
lindung tidak memberikan manfaat ekonomi
dibandingkan kawasan hutan produksi.

Kegiatan pengeioiaan hutan {indung
oleh pemerintah masih merupakan bentuk
awal dari kegiatan pengelolaan hutan.
Kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan
dalam rangka pengelolaan hutan lindung
Boven Lais dan Bukit Sanggul antara lain
penataan  batas, penyusunan  rencana
pengelolaan, pengamanan hutan  dan
inventarisasi hutan. Kegiatan pengamanan
hutan yang dilakukan dengan operasi-operasi
di lapangan dengan melarang kurang efektif
dalam mencegah terjadinya pencurian kayu.

Fragmentasi fungsi kawasan hutan
dengan menempatkan kawasan hutan lindung
sebagai penyangga sistem kehidupan seperti
yang telah disebut di atas, telah menyebabkan
masyarakat di sekitar kawasan hutan
kehilangan akses dalam memperoleh manfaat
ekonomi (fungsi produksi) atas sumber daya
hutan. Sementara di pihak lain, masyarakat
memerlukan manfaat ekonomi (produksi)
hutan untuk memenuhi kebutuhan kayu
pertukangan, energi (kayu bakar) dan
lapangan pekerjaan. Ketidaksesuaian antara
aturan dalam pengelolaan hutan lindung yang
ada selama ini dengan realitas kebutuhan
masyarakat di sekitar hutan yang harus
dipenuhi dari pemanfaatan hasil hutan, sangat
merugikan kepentingan untuk mewujudkan
kelestarian sumber daya hutan lindung dan
kesejahteraan masyarakat.

Terjadinya perambahan dan
pencurian kayu dalam kawasan hutan lindung
juga dapat menjadi indikator telah terjadi
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konflik atau interaksi yang kuat antara
masyarakat dengan dengan pengelolaan hutan
sehingga perlu pendekatan baru dalam
mengelola hutan. Social jforestry atau
kehutanan sosial dipandang sebagai konsep
baru dalam pengelolaan hutan. Sebagai
konsep paradigma baru, kehutanan sosial
memandang bahwa pengelolaan hutan
merupakan pengelolaan ekosistem. Sebagai
suatu eckosistem, hutan merupakan satu
kesatuan utuh yang tidak dibeda-bedakan
menurut fungsinya. Jadi setiap kawasan hutan
melekat fungsi ekologi, fungsi ekonomi dan
fungsi sosial. Ragam pengelolaan hutan perlu
diimplementasikan di tingkat tapak, yang
didasarkan pada intensitas masalah sosial
ekonomi masyarakat dan keadaan bio-fisik
kawasan.

Sebagai wujud dalam implementasi
dari social forestry, Departemen Kehutanan
telah menjadikan social forestry menjadi
payung dalam  pelaksanaan  berbagai
programnya. Menurut Peraturan Menteri
Kehutanan No : P.01/Menhut-11/2004, Social
forestry adalah sistem pengelolaan sumber
daya hutan pada kawasan hutan negara dan
atau hutan hak, yang member kesempatan
kepada masyarakat setempat sebagai pelaku
dan atau mitra utama dalam rangka
meningkatkan kesejahteraanya dan
mewujudkan kelestarian hutan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah memperoleh informasi
kondisi biofisik kawasan hutan lindung dan
masyarakat desa di sekitarnya sebagai salah
satu bentuk system pembangunan wilayah
tingkat desa, yang dapat dijadikan dasar
perumusan dalam pengelolaan kawasan hutan
lindung yang menjamin fungsi ekonomi,
ekologi dan fungsi sosial.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan den|
menggunakan metode penelitian survei, yai
dengan cara mengumpulkan data
informasi serta fakta-fakta dari gejala
lapangan. Menurut Faisal (2006),
survey bisa digunakan untuk tujuan-tuj



skriptif dan juga untuk tujuan-tujuan
splanasi.

Lokasi Penelitian di kawasan Hutan
ndung (HL) Boven Lais yang berbatasan
ngsung dengan Kelurahan Kemumu di
abupaten  Bengkulu  Utara, Propinsi
engkulu. Penentuan lokasi penelitian
itentukan secara purposive, yang didasarkan
ada informasi awal bahwa lokasi penelitian
swsebut telah mengalami kerusakan akibat
erambahan maupun  pencurian  kayu.
engambilan sampel responden  sebanyak
0% dari jumlah kepala keluarga (KK) yang
da di desa, dengan menggunakan metode
iccidental sampling. ~ Data  yang telah
likumpuikan, baik data primer maupun data
ekunder  dianalisis  secara deskriptif
cualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Luas kawasan hutan lindung Boven
Lais adalah 28.600 Ha. Penunjukkan
kawasan Boven Lais dan Bukit Sanggul
isebagai kawasan hutan lindung telah dimulai
{sejgk  jaman Pemerintahan ~ Belanda.
Mengingat penunjukkannya pada zaman
Pemerintahan Belanda, maka pemerintahan

Dali (2008) menyatakan kawasan hutan yang
ditunjuk pemerintah Belanda disebut juga
dengan “gimbo larangan” dan masyarakat
jarga yang merambah kawasan hutan akan
enai sanksi yang disebut “dendo adat”.
Fungsi hidrologi  kawasan hutan
lindung Boven Lais telah memberikan
anfaat bagi keperluan irigasi persawahan
i perikanan air tawar di Kelurahan
emumu. Adanya irigasi tersebut menjadikan
ahan Kemumu sebagai salah satu sentra
(si beras untuk wilayah Kabupaten
skulu Utara. Sebagai kawasan hutan
idung, maka dalam pengelolaannya
larang  penebangan  pohon untuk
ngambil kayunya. Disamping sebagai
mber air untuk irigasi lahan pertanian,
gsi hidrologi kawasan hutan lindung

r£1

Boven Lais juga menjadi sumber penyediaan
air bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) milik Pemerintah ~ Kabupaten
Bengkulu Utara. Hasil survei
pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa
telah terjadi perambahan hutan di lokasi yang
berbatasan langsung dengan kedua desa.
Perambahan di kedua lokasi penelitian telah
mengubah penutupan lahan vegetasi hutan
menjadi tanaman budidaya yang didominasi
jenis tanaman pokok kopi dan yang
dikombinasikan dengan jenis tanaman
lainnya seperti nilam, pinang dan tanaman
semusim.

Sebagian besar masyarakat di sekitar
kawasan hutan Boven Lais mempunyai mata
pencaharian sebagai petani. Yang dimaksud
mata pencaharian  disini adalah mata
pencaharian yang menjadi sandaran utama
masyarakat untuk memperoleh baik uang
maupun pangan guna memenuhi kebutuhan
hidupnya. Dengan demikian sumber daya
lahan dan tenaga, merupakan sumber daya
modal utama untuk memenuhi kebutuhannya.
Mata pencaharian lain yang dilakukan
masyarakat sekitar hutan lindung Boven Lais
antara lain pedagang, pengrajin/tukang,
swasta dan lain-lain.

Pendekatan Perumusan Masalah Dalam
pengelolaan Hutan Lindung Boven Lais

Pengelolaan kawasan hutan lindung
Boven Lais tidak bisa dipisahkan dengan
dinamika perkembangan sosial ekonomi
masyarakat, baik yang tinggal di dalam
maupun yang Dberada di  sekitarnya.
Peningkatan jumiah penduduk yang terjadi
setiap tahun berimplikasi secara langsung
terhadap peningkatan kebutuhan dasar yang
umumnya dihasilkan dari pengelolaan sumber
daya alam, termasuk sumber daya hutan dan
lahan. Hal ini juga ditegaskan oleh Muraille
(1990), yang menyatakan bahwa ekosistem
hutan merupakan bagian dari ekosistem
pedesaan.

Merujuk konsepsi Muraille tersebut,
maka pengelolaan hutan sudah seyogyanya
menempatkan masyarakat yang berada di
dalam atau di sekitar kawasan menjadi bagian
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tak terpisahkan dari aktivitas mengelola
hutan. Kesadaran ini sebenarnya juga secara
ekplisit sudah tertuang dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang
mengatur pengelolaan kawasan hutan yang
berada di Indonesia. Diadopsinya Hutan Desa
(HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan
Tanaman Rakyat (HTR) (Anonim, 2007)
dalam pembangunan dan pengelolaan hutan
di Indonesia merupakan bentuk penjabaran
dari konsepsi masyarakat sekitar hutan
sebagai bagian tak terpisahkan dalam
pengelolaan hutan atau hutan sebagai bagian
dari ekosistem pedesaan.

Sebagai bagian dari ekosistem
pedesaan, dengan sendirinya kawasan hutan
tidak bisa terhindar dari berbagai komponen
penyusun ekosistem pedesaaan yang lain
seperti manusia (sosial ekonomi masyarakat),
pertanian, peternakan, industri dan lainnya
sesuai karateristik di mana kawasan hutan itu
berada. Demikian juga kawasan hutan
lindung Boven Lais yang berbatasan
langsung dengan lahan pertanian masyarakat
desa-desa di sekitarnya.

Adanya perambahan hutan dan
pencurian kayu dalam kawasan hutan lindung
Boven Lais menunjukkan bagaimana
komponen sosial ekonomi masyarakat yang
menjadi  bagian  ekosistem  pedesaan
mempengaruhi komponen sumber daya
hutan. Pengaruh sosial ekonomi masyarakat
vang dapat dikatakan bersifat destruktif
terhadap hutan akan berakibat terganggunya
keseimbangan ekosistem pedesaan dalam
jangka panjang. Atau dengan kata lain
kegiatan perambahan dan pencurian kayu
akan berpengaruh terhadap sumber daya
hutan dan pada akhirnya mengakibatkan
terganggunya fungsi ekologi, ekonomi dan
sosial sumber daya hutan.

Konsep sumber daya hutan bagian
dari ekosistem pedesaan dapat diadopsi
dengan menempatkan sistem pembangunan
wilayah tingkat desa/kelurahan sebagai dasar
perumusan pengelolaan hutan lindung Boven
Lais. Sumber daya hutan merupakan bagian
dari sistem pembangunan wilayah, sehingga
sub sistem pembangunan selain kehutanan
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ikut diperhitungkan sebagai bagian yang
berpengaruh dalam pengelolaan sumber daya
hutan. Sub sistem pembangunan lain yang
dipandang mempunyai kaitan erat dengan
pengelolaan hutan lindung Boven  Lais
adalah : sub sistem sosial masyarakat dan
sub sistem pertanian.

Sub Sistem Kehutanan

Kaitannya dengan  pengelolaan
kawasan hutan lindung Boven Lais,
Pemerintah telah menetapkan  dan
mengukuhkannya, namun kegiatan tersebut
tidak diikuti oleh kegiatan lain yang
memadai. Pengamanan hutan merupakan
kegiatan yang paling mudah untuk dilakukan,
namun tidak efektif dalam mencapai tujuan
kegiatan. Pemanfaatan hasil hutan non kayu
seperti rotan, damar, gaharu dalam kawasan
hutan lindung yang berlangsung beberapa
puluh tahun lalu dan tidak diikuti kegiatan
permudaan, telah menyebabkan potensi hasil
hutan tersebut mulai menurun, kecuali getah
damar yang masih mampu dihasilkan dari
tegakan pohon damar yang tidak ditebang.

Dengan fungsi utama sebagai
pengatur hidro-orologi (tata air), pencegah
banjir dan tanah longsor, kawasan hutan
lindung Boven Lais seharusnya tidak boleh
dilakukan aktivitas penebangan, apalagi
pembukaan lahan untuk membudidayakan
tanaman semusim atau monokultur lainnya.
Namun dipihak lain masyarakat sekitar hutan
memerlukan lahan garapan dan lapangan
kerja  akibat terjadinya
penduduk. Hal ini sangat berten
dengan peraturan perundang-undangan yang
ada di bidang kehutanan saat ini, dima
penebangan dan pembukaan lahan fidak
diperbolehkan. Pemerintah hany:
mengijinkan pemanfaatan hasil hutan no
kayu seperti rotan, getah dan buah-buahar
Sedangkan potensi getah dan rotan dala
kawasan hutan lindung Boven Lais sekit
Kelurahan Kemumu sudah sangat langk:
Pohon penghasil getah damar, umumn
sudah sangat jarang dijumpai di dale
kawasan hutan, mengingat pohon penghs
getah tersebut umumnya memiliki kualit
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1 yang relatif baik, baik kelas awet
pun kelas Kkuatnya sehingga telah
anfaatkan untuk kayu pertukangan.

Pada tahun 2006 Pemerintah melalaui
as Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
gkulu Utara telah melakukan upaya
sisasi pada lahan Yyang mengalami
usakan akibat perambahan. Upaya
oisasi dalam proyek Gerakan Rehabilitasi
tan dan Lahan (yang lebih dikenal dengan
utan “Gerhan”). Jenis tanaman yang
anam antara lain Petai (Parkia speciosa),
mbang lanang, dan Melinjo (Gnetum
emon). Jenis tanaman petai, damar mata
icing dan melinjo diharapkan dapat
enggantikan peran ekonomi bagi tanaman
mg dibudidayakan perambah yaitu tanaman
opi. Demikian juga pada tahun 2008, di
alam kawasan hutan lindung Boven Lais
ang dekat dengan Kelurahan Kemumu juga

sksanakan kegiatan reboisasi (gerhan)
agan jenis tanaman kayu bawang, mahoni
n karet. Tanaman karet dipilih sebagai
lsh satu jenis MPTS dalam reboisasi
agar masyarakat dapat

el 2. Rasio Pemilikan Lahan Masyarakat kelurahan Kemumu

723

memanfaatkan getah karet dari kawasan
hutan lindung.

Sub Sistem Pertanian

Sub sistem pertanian di wilayah
sekitar hutan lindung Boven Lais sangat
didukung oleh sub sistem kehutanan.
Dibangunnya irigasi teknis yang berhulu
sungai di dalam kawasan hutan lindung
Boven Lais menuntut adanya kelestarian
sumber daya hutan, agar fungsi pengatur tata
air (hidro-orologis) dapat berjalan sehingga
air tersedia dalam jumlah yang cukup untuk
mengairi lahan khususnya sawah yang berada
di bawahnya.

Pada tahun 2007, rasio pemilikan
lahan masyarakat di kelurahan Kemumu
masih di atas kebutuhan lahan normal 0,79
ESTH/KK. Walaupun angka kebutuhan
minimum lahan untuk seluruh  keluruhan
dapat dipenuhi, namun adanya kepemilikan
lahan milik yang tidak merata dan sifat usaha
tani lahan sawah yang bersifat musiman,
menyebabkan scbagian warga yang tidak
memiliki lahan mencari lahan baru yaitu di
dalam kawasan hutan.

Y Responden | Luas Lahan Rata-rata Rasio (ESTH/KK)*
milik (ha/KK)
. 34 54,25 1,595 2,393
ambah hutan | 26 1,17 0,276 0,414

er - Hasil Pengolahan data primer, 2008

Angka  pemilikan lahan para
ah relatif kecil, mengingat tidak
3 perambah memiliki lahan di luar
n hutan. Dari 26 responden, hanya 15
nden yang meiliki lahan milik di luar
o hutan. Ketiadaan lahan milik di luar
an hutan dan terbatasnya lapangan
di sektor pertanian dan di luar sektor
an, responden mencari lahan garapan
itu di dalam kawasan hutan.

Kelurahan Kemumu memiliki lahan
seluas 368 ha, tegal/ladang 69,15 ha

gsumsikan lahan milik berupa sawah dikalikan 1,5 ESTH

dan tanah perkebunan rakyat seluas 175 ha.
Lahan dalam kelurahan tersebut merupakan
sumber utama penghidupan bagi warga
kelurahan Kemumu.  Tanaman padi dan
jagung adalah  jenis utama  yang
dibudidayakan ~masyarakat di kelurahan
kemumu pada lahan milik yang berupa
sawah. Sedangkan lahan kebun dan tegal
dibudidayakan tanaman kopi, coklat, karet
dan sebagian kecil tanaman penghasil buah-
buahan seperti durian, petai, pinang, kayu
manis dan pisang.
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Sub Sistem Sosial Ekonomi Masyarakat

Akar permasalahan keadaan sosial
ekonomi masyarakat, khususnya yang
bertempat tinggal di sekitar atau berbatasan
langsung dengan kawasan hutan, harus
diidentifikasi sebagai bagian penentu dalam
mewujudkan pengelolaan hutan lestari.
Beberapa variabel kondisi keadaan sosial
ekonomi masyarakat yang dianalisis dalam
penelitian ini antara lain : lapangan pekerjaan
dan angkatan kerja dan kebutuhan dasar
masyarakat.

Rasio pemilikan lahan merupakan
indikator ~nyata yang  mencerminkan
ketersediaan lapangan kerja dan
pengangguran di wilayah pedesaan yang
menggantungkan hidupnya sebagian besar
dari usaha bertani. Semakin tinggi rasio
pemilikan lahan, maka lapangan kerja masih
tersedia di Kelurahan. Namun sebaliknya,
semakin kecil rasio pemilikan lahan, maka
terjadinya pengangguran tidak bisa dihindari,
apabila tidak ada diversifikasi usaha seperti
penciptaan lapangan kerja baru di luar sektor
pertanian.

Terjadinya  pengangguran  dapat
dihitung berdasarkan perbedaan antara luas
areal pertanian sekarang dan luas areal yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
hidup. Menurut Hardjosoediro (1977), dalam
keadaan normal satu keluarga petani dapat
mengerjakan sawah tadah hujan seluas 0,7 ha
dan tegal 0,3 ha. Sedangkan Simon (1994)
menyatakan bahwa untuk daerah dengan

Tabel 3. Luas lahan pertanian dan Kebutuhan Minimum lahan pertanian Masyarakat di Kelurahan
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tanah pertanian yang relatif kurang subur,
luas lahan minimum yang dibutuhkan oleh
satu keluarga setara dengan 0,79 ha ekuivalen
sawah tadah hujan (ESTH).

Mengingat ketersediaan lahan di
Kelurahan Kemumu terbagi dalam kategori
lahan sawah (irigasi teknis) dan lahan kering
(kebun kopi, kebun kakao, kebun Kkaret),
maka dalam penelitian ini kebun diasumsikan
setara dengan tegal. Sedangkan I ha lahan
sawah irigasi teknis diasumsikan setara
dengan 1,5 ha sawah tadah hujan. Simon
(1983) menggunakan ukuran 1 ha tegal atau
pekarangan setara dengan 0,3 sawah tadah
hujan. Penggunaan pendekatan ini lebih
didasarkan kepraktisan dalam menganalisis
bagi penulis, mengingat adanya kondisi yang
berbeda antara lahan pertanian di Jawa
dengan di lokasi penelitian.

Berdasarkan pendekatan tersebut di
atas, maka kebutuhan lahan minimum satu
keluarga di Kelurahan lokasi penelitian
dihitung setara dengan 0,79 ekuivalen sawah
tadah hujan. Dari jumlah penduduk yang
dinyatakan dalam satuan kk (kepala keluarga)
dapat dihitung jumlah luas lahan pertanian
minimum (dalam ESTH) yang diperlukan
oleh masyarakat petani di desa-desa sekitar
hutan lindung Boven Lais, yaitu : jumlah KK
dikalikan dengan 0,79 ha ESTH. Dari hasil
perhitungan ini menunjukkan bahwa di
Kelurahan Kemumu masih terjadi surplus
terhadap  kebutuhan  lahan  pertania
minimum..

382+

574%%

Sumber : Hasil pengolahan, 2008

* : petani dan buruh

** - seluruh penduduk diasumsikan sebagai petani

Dalam penelitian ini, kebutuhan
bahan pangan tidak dihitung berdasarkan

hasil survei, tetapi menggunakan ang
normatif. Angka normatif kebutuhan pang
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per kapita didekati dengan konsuinsi beras
per kapita yaitu sebesar 0,35 kg/hari (Simon,
1994). Oleh karena itu, kebutuhan pangan
masyarakat di lokasi penelitian merupakan
hasil perkalian antara jumlah penduduk
Kelurahan Kemumu dikalikan dengan angka
normatif tersebut. Asumsi yang lain, bahwa
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rata-rata produksi beras yang dihasilkan dari
lahan sawah yang berada di kelurahan
tersebut adalah 60 karung/ha/musim tanam
atau setara dengan beras 3.240 Kg/ha/musim
atau 9.720 kg/ha/tahun. Hasil perhitungan
besarnya produksi dan kosumsi beras
disajikan dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Konsumsi dan Produksi Beras dalam Satu Tahun Masyarakat di Kelurahan Kemumu

Y Jiwa Konsumsi Beras Luas Lahan Produksi | Selisih Produksi - Ket.
(Kg) Sawah (Ha) (Kg) Konsumsi (Kg)
2210 282.327,5 368 1.192.320 | 909.992,5 Surplus
Sumber : Hasil pengolahan, 2008
Berdasarkan tabel di atas, di lokasi dibangun. Peningkatan jumlah rumah
litian mengalami surplus beras sebesar berakibat kenaikan jumlah kayu yang

992,5 kg/tahun. Angka swrplus ini
unjukkan bahwa Kelurahan Kemumu
i sentra penghasil beras di wilayah
abupaten  Bengkulu  Utara.  Dengan
mikian, kebutuhan dasar pangan dapat
penuhi oleh Kelurahan Kemumu sendiri.
anggota masyarakat memerlukan
untuk tempat tinggalnya. Adanya
bahan penduduk akan menyebabkan
bah pula jumlah rumah yang harus

dibutuhkan untuk membangunnya. Tingginya
kebutuhan kayu yang dibutuhkan untuk
membangun rumah akan menyebabkan
produksi kayu yang harus dihasilkan dari
sumber daya hutan juga semakin meningkat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan
penaksiran di lapangan, diperoleh data
volume kayu yang terpasang pada masing-
masing tipe rumah sebagai berikut :

21 5. Volume kayu pertukangan untuk masing-masing tipe rumah.

Alokasi Ukuran kayu Volume Kayu Terpasang (m’/rumah)
Pen, (cm) Sederhana Semi permanen Permanen
Rangka dinding 8x10x400 0,26 1,381 -
Dinding 2x25x400 2,095 2,01 -
Kuda-kuda atap 8x10x400 0,405 0,369 0,57
Kasau 5x7x400 0,339 0,317 0,47
4x6x400 0,313 0,307 0,338
Plafon 1x122x244 0,638 0,142 0,324
Kusen pintu Tx14x400 0,164 0,053 1,076
usen jendela Tx14x400 0,198 0,221 0,655
Skor penguat L 5x7x400 0,062 0,030 0,020
Jumlah 4,474 4,83 3,453

:Hasil pengamatan dan penaksiran, 2008

rdasarkan Tabel 5 di atas, rata-rata
mbuat rumah memerlukan kayu
sebesar 4,252 m*/rumah. dengan

asumsi masa pakai kayu pertukangan adalah
50 tahun dan rata-rata jumlah jiwa setiap
rumah adalah 4 jiwa/KK, maka kebutuhan
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kayu pertukangan per kapita di lokasi
penelitian adalah 0,0212 m’/jiwa/tahun.
Namun apabila masa pakai kayu pertukangan
diasumsikan selama 30 tahun, maka
kebutuhan kayu pertukangan per kapita di
lokasi penelitian adalah 0,0354 m’/jiwa/tahun
atau 78,234 m’/tahun untuk seluruh
Kemumu.

Tabel 6. Keragaan Produksi dan Konsumsi Penyusun Sistem pembangunan di Wilayah Kelurahan
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Berdasarkan uraian sub sistem
kehutanan, sub sistem pertanian dan sub
sistem sosial ekonomi masyarakat di lokasi
penelitian, maka keragaan pembangunan
wilayah kelurahan Kemumum kaitannya
dengan pengelolaan hutan lindung Boven
Lais adalah sebagai berikut :

Kemumu
Produksi Konsumsi Sub | Surplus/defisit
Jenis Kebutuhan Sub Sistem | Sub  system | Sistem Sosial
Pertanian Kehutanan Ekonomi
Pangan (kg beras) 1.192.320 0 282.327,5 Surplus
kayu pertukangan (m") Kecil** 0 78,234 defisit
Lapangan kerja (ESTH) 625,2 0* 453,46 surplus

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Walaupun lapangan kerja masih
surplus, namun adanya mekanisasi pertanian
dalam penggarapan sawah diduga telah
mengurangi kemampuan menyerap tenaga
kerja yang ada di desa.

Strategi Kehutanan Sosial dalam
Pengelolaan Hutan Lindung Boven Lais

Berdasarkan pendekatan perumusan
masalah tersebut di atas, maka perlu
reorientasi terhadap tujuan utama pengelolaan
hutan lindung. Biofisik kawasan hutan
lindung yang memiliki fungsi utama sebagai
penyangga system kehidupan, tidak harus
menutup akses masyarakat dalam
memperoleh manfaat ekonomi dari sumber
daya hutan yang ada. Bentuk/model
pengelolaan hutan di tingkat tapak harus
dirumuskan kembali, agar masyarakta dapat
memperoleh manfaat secara langsung dari
sumber daya hutan. Masyarakat desa di
sekitar kawasan hutan tidak bisa dipisahkan
dari sumber daya hutan yang ada.

Hutan Desa atau Hutan
Kemasyarakatan (HKm) dapat dipilih sebagai
salah satu bentuk kelembagaan pengelolaan
hutan lindung Boven Lais. Adanya
kelembagaan Hutan Desa atau hutan

Kemasyarakatan menjadikan kawasan hutan
lindung jelas pengelolanya di lapangan.
Persepsi masyarakat bahwa hutan lindung
seolah-olah “tidak  dikelola”  akan
memperoleh kepastian pemangkunya di
lapangan. .

Untuk mendukung pengembangan
Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan
tersebut, beberapa hal dasar yang harus
dipenuhi antara lain :

1. Kepastian hukum wilayah hutan
akan dikelola

Kepastian hukum wilayah hutan
akan dikelola ini penting, mengingat kawas:
hutan dipandang “open acces” oleh s
anggota masyarakat, akibat tidak ada
pengelola hutan di tingkat tapak. Kepas!
hukum menyangkut kepastian ruang

dan waktu pengusahaan, agar masya
memperoleh kepastian di masa depannya.

2. Masyarakat sekitar hutan sebagai 8
utama dalam pengelolaan hutan

Kenyataan bahwa masyarakat sek
hutan telah mengenal karakteristik ka
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hutan dan daya dukungnya, sehingga akan
memudahkan dalam  perumusan tujuan
perencanaan pengelolaan hutan dan model-
model pendayagunaan lahan di tingkat tapak
apabila mereka menjadi pelaku  utama,
Penempatan masyarakat sebagai pelaku
utama menjadikan tujuan pengelolaan hutan
dapat  memenuhi kebutuhan/keinginan
masyarakat, sehingga akan menumbuhkan
rasa memiliki dan tanggung jawab dalam
menjaga dan mewujudkan kelestarian sumber
daya hutan.

3. Pemerintah  desa/kelurahan sebagai
coordinator usaha pengelolaan hutan di
setiap wilayahnya

Pemerintahan desa/kelurahan
merupakan lembaga pemerintah terdepan
yang  berhubungan langsung

rabaika dalam  pengelolaan  hutan.
epemimpinan kepala desa merupaka tokoh
panuta bagisebagianb&sarmasyamkatdcsa,
thingga  akan  memudahkan dalam
elaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di
9 gan.
' Sejarah peranan pemerintahan desa

ar hutan saat pemerintahan marga
iman Pemerintahan Belanda), telah terbukt;
impu  mengamankan  kawasan  hutan
idung, harus menjadi kesadaran bersama
Iya peran pemerintahan desa dalam

Perambahan lahan dalam kawasan
lindung harus diarah ke pola
atan lahan , yang  menjamin
tarian  fungsi utama hutan lindung,
daya tanaman kopi dan nilam yang
@k dijumpai dalam kawasan hutan
g harus ditinggalkan, diganti dengan
an pohon yang mampu menghasilkan
Ik non kayu.

2. Rendahnya
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Kombinasi tanaman pohon meranti
(Shorea javanica) sebagai penghasil getah
damar mata kucing dengan karet merupakan
salah satu kombinasi Yang dapat diterapkan
dalam teknik rehabilitasi hutan, Kombinasi
ini juga telah diakomodasikan dalam
pedoman pelaksanaan Gerakan Nasional
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL)
tahun 2007, Namun kombinasi ini belum
dimplementasikan dalam penyelenggaraan
rehabilitasi hutan lindung dan masyarakat
sendiri belum mengetahui. Oleh karena itu
fasilitasi sangat penting dilakukan untuk
mengakselerasi pengelolaan hutan lindung,

5. Mitra

Sumber daya modal dan pemasaran
menjadi  seringkali menjadi  kendala
manakala masyarakat sekitar hutan lindung
akan  melaksanakan pengusahaan  dan
pengelolaan hutan lindung. Pengadaan bibit
(meranti, karet) merupakan salah satu contoh
kendala bagi masyarakat sekitar hutan
lindung Boven Lais untuk mengganti
tanaman kopi di lahan perambahannya. Oleh
karena itu diperlukan mitra, baik pemerintah
maupun swasta agar pendayagunaan lahan
oleh masyarakat desa sekitar hutan dalam
kawasan hutan lindung bisa lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dj atas, dapat
disimpulkan bahwa :

l. Perambahan dan pencurian telah terjadi
dalam kawasan hutan lindung Boven
Lais yang berbatasan langsung dengan
wilayah  Desa/Kelurahan Kemumu.
Ketiadaan pemilikan lahan pertanian
bagi sebagian anggota masyarakat dalam
sub system pertanian, telah mendorong
masyarakat untuk merambah kawasan
hutan lindung

produksi  kayu yang

dihasilkan dalam sub sistem pertanian

berakibat terjadinya defisit kayu dalam
memenuhi  kebutuhan kayu sebesar

78,234 m’ftahun dari sub sistem sosial

ekonomi masyarakat dalam sistem
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pembangunan wilayah desa, berakibat
masyarakat memanfaatkan hasil kayu
dalam  kawasan  hutan lindung.
Sementara sub sistem kehutanan tidak
mengijinkan pemanfaatan kayu dari
kawasan hutan yang ada.

}. Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan
(HKm) merupakan bentuk kelembagaan
yang dapat diterapkan dalam
pengelofaan hutan lindung Boven Lais

Pemilihan kombinasi jenis tanaman
oleh masyarakat dan sesuai kaidah-kaidah
pengelolaan hutan lindung secara lestari perlu
dilakukan penelitian agar bisa dijadikan
acuan dalam kegiatan pendayagunaan lahan
oleh perambah.

Terima kasih Pebri Herlina yang
telah membantu dalam penelitian ini.
Kegiatan penelitian ini dibiayai oleh Hibah
Penelitian Dosen Muda Direktorat Jenderal
Pedidikan Tinggi pada tahun 2008.
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Sub Sistem Sosial Ekonomi Masyarakat

Akar permasalahan keadaan sosial
ekonomi  masyarakat, khususnya yang
bertempat tinggal di sekitar atau berbatasan
langsung dengan kawasan hutan, harus
diidentifikasi sebagai bagian penentu dalam
mewujudkan pengelolaan hutan lestari.
Beberapa variabel kondisi keadaan sosial
ekonomi masyarakat yang dianalisis dalam
penelitian ini antara lain : lapangan pekerjaan
dan angkatan kerja dan kebutuhan dasar
masyarakat.

Rasio pemilikan lahan merupakan
indikator ~nyata yang  mencerminkan
ketersediaan lapangan kerja dan
pengangguran di wilayah pedesaan yang
menggantungkan hidupnya sebagian besar
dari usaha bertani. Semakin tinggi rasio
pemilikan lahan, maka lapangan kerja masih
tersedia di Kelurahan. Namun sebaliknya,
semakin kecil rasio pemilikan lahan, maka
terjadinya pengangguran tidak bisa dihindari,
apabila tidak ada diversifikasi usaha seperti
penciptaan lapangan kerja baru di luar sektor
pertanian.

Terjadinya  pengangguran  dapat
dihitung berdasarkan perbedaan antara luas
areal pertanian sekarang dan luas areal yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
hidup. Menurut Hardjosoediro (1977), dalam
keadaan normal satu keluarga petani dapat
mengerjakan sawah tadah hujan seluas 0,7 ha
dan tegal 0,3 ha. Sedangkan Simon (1994)
menyatakan bahwa untuk daerah dengan
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tanah pertanian yang relatif kurang subur,
luas lahan minimum yang dibutuhkan oleh
satu keluarga setara dengan 0,79 ha ekuivalen
sawah tadah hujan (ESTH).

Mengingat ketersediaan lahan di
Kelurahan Kemumu terbagi dalam kategori
lahan sawah (irigasi teknis) dan lahan kering
(kebun kopi, kebun kakao, kebun karet),
maka dalam penelitian ini kebun diasumsikan
setara dengan tegal. Sedangkan 1 ha lahan
sawah irigasi teknis diasumsikan setara
dengan 1,5 ha sawah tadah hujan. Simon
(1983) menggunakan ukuran 1 ha tegal atau
pekarangan setara dengan 0,3 sawah tadah
hujan. Penggunaan pendekatan ini lebih
didasarkan kepraktisan dalam menganalisis
bagi penulis, mengingat adanya kondisi yang
berbeda antara lahan pertanian di Jawa
dengan di lokasi penelitian.

Berdasarkan pendekatan tersebut di
atas, maka kebutuhan lahan minimum satu
keluarga di Kelurahan lokasi penelitian
dihitung setara dengan 0,79 ekuivalen sawah
tadah hujan. Dari jumlah penduduk yang
dinyatakan dalam satuan kk (kepala keluarga)
dapat dihitung jumlah luas lahan pertaman

oleh masyarakat petani di desa-desa sel H,'
hutan lindung Boven Lais, yaitu : jumlah KK
dikalikan dengan 0,79 ha ESTH. Dari hasi
perhitungan ini menunjukkan bahwa di
Kelurahan Kemumu masih terjadi surplu
terhadap  kebutuhan  lahan  pertania
minimum.. 4

5745 |

Sumber : Hasil pengolahan, 2008

* : petani dan buruh

** - seluruh penduduk diasumsikan sebagai petani

Dalam penelitian ini, kebutuhan
bahan pangan tidak dihitung berdasarkan

hasil survei, tetapi menggunakan as
normatif. Angka normatif kebutuhan pan
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per kapita didekati dengan konsumsi beras
per kapita yaitu sebesar 0,35 kg/hari (Simon,
1994). Oleh karena itu, kebutuhan pangan
masyarakat di lokasi penelitian merupakan
hasil perkalian antara jumlah penduduk
Kelurahan Kemumu dikalikan dengan angka
normatif tersebut. Asumsi yang lain, bahwa
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rata-rata produksi beras yang dihasilkan dari
lahan sawah yang berada di kelurahan
tersebut adalah 60 karung/ha/musim tanam
atau setara dengan beras 3.240 Kg/ha/musim
atau 9.720 kg/ha/tahun. Hasil perhitungan
besarnya produksi dan kosumsi beras
disajikan dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Konsumsi dan Produksi Beras dalam Satu Tahun Masyarakat di Kelurahan Kemumu

Y Jiwa Konsumsi Beras Luas Lahan Produksi | Selisih Produksi - Ket.
(Kg Sawah (Ha) (Kg) Konsumsi
2210 282.327,5 368 1.192.320 | 909.992,5 Surplus
mber : Hasil pengolahan, 2008
Berdasarkan tabel di atas, di lokasi dibangun. Peningkatan  jumiah rumah
enelitian mengalami surplus beras sebesar berakibat kenaikan jumlah kayu yang

9992,5 kg/tahun. Angka surplus ini
enunjukkan bahwa Kelurahan Kemumu
bagai sentra penghasil beras di wilayah
bupaten ~ Bengkulu  Utara.  Dengan
an, kebutuhan dasar pangan dapat
enuhi oleh Kelurahan Kemumu sendiri.
anggota masyarakat memerlukan
ah untuk tempat tinggalnya. Adanya
mbahan penduduk akan menyebabkan
mbah pula jumlah rumah yang harus

p

Alokasi Ukuran kayu
(cm)

8x10x400

penaksiran  di
volume kayu yang terpasang pada masing-
masing tipe rumah sebagai berikut :

dibutuhkan untuk membangunnya. Tingginya
kebutuhan kayu yang dibutuhkan untuk

membangun rumah akan menyebabkan

produksi kayu yang harus dihasilkan dari
sumber daya hutan juga semakin meningkat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan
lapangan, diperoleh data

15. Volume kayu pertukangan untuk masing-masing tipe rumah.

Volume Kayu Terpasang (m’/rumah)

Sederhana Semi permanen Permanen

1,381

usen pintu

{usen jendela
Kor peng

2x25x400 2,095 2,01 -
ap 8x10x400 0,405 0,369 0,57
’@_ 0.339 0317 0,47
1x122x244 0,638 0,142 0,324
7x14x400 0,164 0,053 1,076
7x14x400 0,198 0,221 0,655
at 5x7x400 0,062 0,030 0,020
Jumlah 4,474 4,83 3,453

; asil pengamatan dan penaksiran, 2008

erdasarkan Tabel 5 di atas, rata-rata
mbuat rumah memerlukan kayu
n sebesar 4,252 m*/rumah. dengan

asumsi masa pakai kayu pertukangan adalah
50 tahun dan rata-rata jumlah jiwa setiap
rumah adalah 4 jiwa/KK, maka kebutuhan
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kayu pertukangan per kapita di lokasi
penelitian adalah 0,0212 m’/jiwa/tahun.
Namun apabila masa pakai kayu pertukangan
diasumsikan selama 30 tahun, maka
kebutuhan kayu pertukangan per kapita di
lokasi penelitian adalah 0,0354 m’/jiwa/tahun
ataw 78234 m'tashun untuk  seluruh
Kemumu.

Tabel 6. Keragaan Produksi dan Konsumsi Penyusun Sistem pembangunan di Wilayah Kelurahan

Kemumu
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Berdasarkan uraian sub  sistem
kehutanan, sub sistem pertanian dan sub
sistem sosial ekonomi masyarakat di lokasi
penelitian, maka keragaan pembangunan
wilayah kelurahan Kemumum kaitannya
dengan pengelolaan hutan lindung Boven
Lais adalah sebagai berikut :

Jenis Kebutuhan

Pangan (kg beras)
ka pe angan (m

apangan

Produksi

Konsumsi Sub '
Sub Sistem | Sub  system | Sistem Sosial
Eronom
| 1192320 | 0 | 2823275 |Suplis |
-_

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Walaupun lapangan kerja masih
surplus, namun adanya mekanisasi pertanian
dalam penggarapan sawah diduga telah
mengurangi kemampuan menyerap tenaga
kerja yang ada di desa.

Strategi Kehutanan Sosial dalam
Pengelolaan Hutan Lindung Boven Lais

Berdasarkan pendekatan perumusan
masalah tersebut di atas, maka perlu
reorientasi terhadap tujuan utama pengelolaan
hutan lindung. Biofisik kawasan hutan
lindung yang memiliki fungsi utama sebagai
penyangga system kehidupan, tidak harus
menutup akses masyarakat dalam
memperoleh manfaat ekonomi dari sumber
daya hutan yang ada. Bentuk/model
pengelolaan hutan di tingkat tapak harus
dirumuskan kembali, agar masyarakta dapat
memperoleh manfaat secara langsung dari
sumber daya hutan. Masyarakat desa di
sekitar kawasan hutan tidak bisa dipisahkan
dari sumber daya hutan yang ada.

Hutan Desa atau Hutan
Kemasyarakatan (HKm) dapat dipilih sebagai
salah satu bentuk kelembagaan pengelolaan
hutan lindung Boven Lais. Adanya
kelembagaan Hutan Desa atau hutan

Kemasyarakatan menjadikan kawasan hutan
lindung jelas pengelolanya di lapangan.
Persepsi masyarakat bahwa hutan lindun;
seolah-olah  “tidak  dikelola”  akai
memperoleh kepastian pemangkunya
lapangan.

Untuk mendukung pengembanga
Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakat:
tersebut, beberapa hal dasar yang han
dipenuhi antara lain :

1. Kepastian hukum wilayah hutan
akan dikelola

Kepastian hukum wilayah hutan ya
akan dikelola ini penting, mengingat kav
hutan dipandang “open acces” oleh ser
anggota masyarakat, akibat tidak adai
pengelola hutan di tingkat tapak. Kepas
hukum menyangkut kepastian ruang k
dan waktu pengusahaan, agar ma
memperoleh kepastian di masa depannya

2. Masyarakat sekitar hutan sebagai
utama dalam pengelolaan hutan

Kenyataan bahwa masyarakat s
hutan telah mengenal karakteristik kav
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hutan dan daya dukungnya, sehingga akan
memudahkan  dalam  perumusan tujuan
perencanaan pengelolaan hutan dan model-
model pendayagunaan lahan di tingkat tapak
apabila mereka menjadi pelaku  utama.
Penempatan  masyarakat sebagai pelaku
Utama menjadikan tujuan pengelolaan hutan
dapat  memenuhi kebutuhan/keinginan
masyarakat, sehingga akan menumbuhkan
fsa memiliki dan tanggung jawab dalam
menjaga dan mewujudkan kelestarian sumber
daya hutan.

. Pemerintah  desa/kelurahan sebagai
coordinator usaha pengelolaan hutan di
setiap wilayahnya

Pemerintahan desa/kelurahan
lerupakan lembaga pemerintah terdepan
ang  berhubungan langsung  dengan
asyarakat, namun eksistensinya sering
baikan  dalam  pengelolaan hutan.
epemimpinan kepala desa merupaka tokoh
an bagi sebagian besar masyarakat desa,
memudahkan  dalam
sanaan kegiatan pengelolaan hutan di
pangan.
Scjarah peranan pemerintahan desa
hutan saat pemerintahan marga
man Pemerintahan Belanda), telah terbukti
Mpu  mengamankan kawasan  hutan
ng, harus menjadi kesadaran bersama
inya peran pemerintahan desa dalam
atan pengelolaan hutan (Siswahyono,

fasilitator  teknis  dalam pengelolaan

lutan

Perambahan lahan dalam kawasan
lindung harus diarah ke pola
atan . Yang  menjamin
an fungsi utama hutan lindung,
2 tanaman kopi dan nilam yang
dijumpai dalam kawasan hutan
g harus ditinggalkan, diganti dengan
n pohon yang mampu menghasilkan
non kayu.

2. Rendahnya

727

Kombinasi tanaman pohon meranti
(Shorea javanica) sebagai penghasil getah
damar mata kucing dengan karet merupakan
salah satu kombinasi Yang dapat diterapkan
dalam teknik rehabilitasi hutan. Kombinasi
ini juga telah diakomodasikan dalam
pedoman pelaksanaan Gerakan Nasional
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL)
tahun 2007, Namun kombinasi ini belum
dimplementasikan dalam penyelenggaraan
rehabilitasi hutan lindung dan masyarakat
sendiri belum mengetahui. Oleh karena itu
fasilitasi sangat penting dilakukan untuk
mengakselerasi pengelolaan hutan lindung.

5. Mitra

Sumber daya modal dan pemasaran
menjadi  seringkali menjadi  kendala
manakala masyarakat sekitar hutan lindung
akan  melaksanakan pengusahaan  dan
pengelolaan hutan lindung. Pengadaan bibit
(meranti, karet) merupakan salah satu contoh
kendala bagi masyarakat sekitar  hutan
lindung Boven Lais untuk mengganti
tanaman kopi di lahan perambahannya. Oleh
karena itu diperlukan mitra, baik pemerintah
maupun swasta agar pendayagunaan lahan
oleh masyarakat desa sekitar hutan dalam
kawasan hutan lindung bisa lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dj atas, dapat
disimpulkan bahwa :

1. Perambahan dan pencurian telah terjadi
dalam kawasan hutan lindung Boven
Lais yang berbatasan langsung dengan
wilayah  Desa/Kelurahan Kemumu.
Ketiadaan pemilikan lahan pertanian
bagi sebagian anggota masyarakat dalam
sub system pertanian, telah mendorong
masyarakat untuk merambah kawasan
hutan lindung

produksi  kayu yang

dihasilkan dalam sub sistem pertanian

berakibat terjadinya defisit kayu dalam
memenuhi  kebutuhan kayu sebesar

78,234 m’/tahun dari sub sistem sosial

ekonomi masyarakat dalam sistem
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pembangunan wilayah desa, berakibat
masyarakat memanfaatkan hasil kayu
dalam  kawasan  hutan lindung.
Sementara sub sistem kehutanan tidak
mengijinkan pemanfaatan kayu dari
kawasan hutan yang ada.

 Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan
(HKm) merupakan bentuk kelembagaan
yang dapat diterapkan dalam
pengelofaan hutan {indung Boven Lais

Pemilihan kombinasi jenis tanaman
sleh masyarakat dan sesuai kaidah-kaidah
pengelolaan hutan lindung secara lestari perlu
dilakukan penelitian agar bisa dijadikan
acuan dalam kegiatan pendayagunaan lahan
oieh perambah.

Terima kasih Pebri Herlina yang
telah membantu dalam penelitian  ini.
Kegiatan penelitian ini dibiayai oleh Hibah
Penelitian Dosen Muda Direktorat Jenderal
Pedidikan Tinggi pada tahun 2008.
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lindung adalah kawasan
ang mempunyai fungsi pokok sebagai
ngan sistem penyangga kehidupan
gatur tata air, mencegah banjir,
dalikan erosi, mencegah instrusi air
memelihara kesuburan tanah
, 1999). Dengan fungsi utama
pemanfaatan hutan lindung tidak
@n adanya kegiatan penebangan
gambilan kayu dari dalam kawasan,
ngubah peruntukan lahannya untuk
lidaya tanaman semusim.

mun kegiatan perambahan hutan
tanian masyarakat dan pencurian
igai salah satu bentuk kegiatan
terhadap pemanfaatan sumber daya
ung, telah terjadi di sebagian
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Tanosa
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ABSTRACT Nip. 15621127 191903 _1063

Salinan Eare Cany Sesuai Dengan Aslinya

The research is conducted in forest protection Boven Lais area and it’s sorrounding
lages. Basic method used in this research is survey method with interview fto obtain social-

omic cultural data of people, and survey groundchek technique to obtain biogeophysic data of
st area. The data was analysed using descriptive analysis.

Encroachment and illegal cutting was happened in forest protection Boven Lais area
boundary with villages. Intense destructive interaction due to aspects of region development
ch have not been accomodate in the forest management. Based on strategy of social forestry as
ference to formilate the goal of forest management, result showed that there are three
stem : forestry, agricultura and social economic, influencing in the forest management.
ral aspect which causing the failure of the forest management were (1). the local community
for furniture Wood can not be fulfill from agricultural land, (2). illegal cutting as a part of job
rtunity in the cover unemployment, and (3).

encroachment by local community because

: forest management, protection forest, encroachment, social forestry

kawasan hutan lindung di Propinsi Bengkulu.
Kegiatan perambahan hutan dilakukan
dengan cara menebang pohon, membakar dan
dilanjutkan menanam komoditas tanaman
semusim, kopi dan jenis lainnya. Kegiatan ini
akan menyebabkan siklus unsur hara untuk
sementara  waktu  berhenti, mengingat
kesuburan tanahnya sangat bergantung pada
bahan organik yang dihasilkan vegetasi di
atasnya. Heterogenitas jenis dan struktur
vertikal vegetasi penutup lahan tanaman
budidaya yang lebih rendah dibandingkan
vegetasi hutan alam, menyebabkan kesuburan
lahan tidak dapat dipertahankan dalam jangka
waktu lama dan usaha tani kurang
menguntungkan secara ekonomis. Lahan
yang sudah kurus akan ditinggalkan dan akan
membuka lahan kebun baru.
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Menurunnya kemampuan kawasan
hutan produksi untuk menghasilkan kayu
pertukangan, telah menjadikan kawasan
hutan lindung sebagai salah satu alternatif
sumber penghasil kayu oleh masyarakat
dengan menebang secara illegal. Kemudahan
mencuri kayu dari kawasan hutan lindung,
tidak bisa dipisahkan dari cara pemerintah
dalam mengelola hutan itu sendiri. Hutan
lindung selama ini dapat dikatakan “tidak
dikelola” oleh pemerintah. Tidak dikelolanya
kawasan hutan lindung oleh pemerintah,
mungkin lebih disebabkan karena hutan
lindung tidak memberikan manfaat ekonomi
dibandingkan kawasan hutan produksi.

Kegiatan pengeiolaan hutan lindung
oleh pemerintah masih merupakan bentuk
awal dari kegiatan pengelolaan hutan.
Kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan
dalam rangka pengelolaan hutan lindung
Boven Lais dan Bukit Sanggul antara lain
penataan  batas, penyusunan rencana
pengelolaan, pengamanan hutan  dan
inventarisasi hutan. Kegiatan pengamanan
hutan yang dilakukan dengan operasi-operasi
di lapangan dengan melarang kurang efektif
dalam mencegah terjadinya pencurian kayu.

Fragmentasi fungsi kawasan hutan
dengan menempatkan kawasan hutan lindung
sebagai penyangga sistem kehidupan seperti
yang telah disebut di atas, telah menyebabkan
masyarakat di sekitar kawasan hutan
kehilangan akses dalam memperoleh manfaat
ekonomi (fungsi produksi) atas sumber daya
hutan. Sementara di pihak lain, masyarakat
memerlukan manfaat ekonomi (produksi)
hutan untuk memenuhi kebutuhan kayu
pertukangan, energi (kayu bakar) dan
lapangan pekerjaan. Ketidaksesuaian antara
aturan dalam pengelolaan hutan lindung yang
ada selama ini dengan realitas kebutuhan
masyarakat di sekitar hutan yang harus
dipenuhi dari pemanfaatan hasil hutan, sangat
merugikan kepentingan untuk mewujudkan
kelestarian sumber daya hutan lindung dan
kesejahteraan masyarakat.

Terjadinya perambahan dan
pencurian kayu dalam kawasan hutan lindung
juga dapat menjadi indikator telah terjadi

ISSN 1412 - 100 X 720

konflik atau interaksi yang kuat antara
masyarakat dengan dengan pengelolaan hutan
sehingga perlu pendekatan baru dalam
mengelola hutan. Social forestry atau
kehutanan sosial dipandang sebagai konsep
baru dalam pengelolaan hutan. Sebagai
konsep paradigma baru, kehutanan sosial
memandang bahwa pengelolaan hutan
merupakan pengelolaan ekosistem. Sebagai
suatu ekosistem, hutan merupakan satu
kesatuan utuh yang tidak dibeda-bedakan
menurut fungsinya. Jadi setiap kawasan hutan
melekat fungsi ekologi, fungsi ekonomi dan
fungsi sosial. Ragam pengelolaan hutan perlu
diimplementasikan di tingkat tapak, yang
didasarkan pada intensitas masalah sosial
ekonomi masyarakat dan keadaan bio-fisik
kawasan.

Sebagai wujud dalam implementasi
dari social forestry, Departemen Kehutanan
telah menjadikan social forestry menjadi
payung dalam  pelaksanaan  berbagai
programnya. Menurut Peraturan Menteri
Kehutanan No : P.01/Menhut-11/2004, Social
forestry adalah sistem pengelolaan sumber
daya hutan pada kawasan hutan negara dan
atau hutan hak, yang member kesempatan
kepada masyarakat setempat sebagai pelaku
dan atau mitra utama dalam rangka
kesejahteraanya dan
mewujudkan kelestarian hutan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah memperoleh informasi

masyarakat desa di sekitarnya sebagai sala
satu bentuk system pembangunan wilayah
tingkat desa, yang dapat dijadikan dasa
perumusan dalam pengelolaan kawasan hutan
lindung yang menjamin fungsi ekonom
ekologi dan fungsi sosial.

METODOLOGTI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode penelitian survei, yaitu
dengan cara mengumpulkan data dz
informasi serta fakta-fakta dari gejala d
lapangan. Menurut Faisal (2006), sua
survey bisa digunakan untuk tujuan-tuju
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skriptif dan juga untuk  tujuan-tujuan
splanasi.

Lokasi Penelitian di kawasan Hutan
ndung (HL) Boven Lais yang berbatasan
ngsung dengan Kelurahan Kemumu di
abupaten  Bengkulu Utara, Propinsi
engkulu.  Penentuan lokasi penelitian
tentukan secara purposive, yang didasarkan
1da informasi awal bahwa lokasi penelitian
rsebut telah mengalami kerusakan akibat
erambahan maupun  pencurian  kayu.
engambilan sampel responden  sebanyak
0% dari jumlah kepala keluarga (KX) yang
da di desa, dengan menggunakan metode
ccidental sampling. ~ Data  yang telah
likumpuikan, baik data primer maupun data
ekunder  dianalisis  secara deskriptif
ualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Luas kawasan hutan lindung Boven
adalah 28.600 Ha. Penunjukkan
awasan Boven Lais dan Bukit Sanggul
gbagai kawasan hutan lindung telah dimulai
ejlk jaman  Pemerintahan Belanda.
enunjukkannya pada zaman
tahan Belanda, maka pemerintahan

ali (2008) menyatakan kawasan hutan yang
tunjuk pemerintah Belanda disebut juga
ngan “gimbo larangan” dan masyarakat
ga yang merambah kawasan hutan akan
enai sanksi yang disebut “dendo adat”.

Fungsi hidrologi  kawasan hutan
dung Boven Lais telah memberikan
nfaat bagi keperluan irigasi persawahan
perikanan air tawar di Kelurahan
numu. Adanya irigasi tersebut menjadikan
ahan Kemumu sebagai salah satu sentra
si beras untuk wilayah Kabupaten
okulu Utara. Sebagai kawasan hutan
ung, maka dalam pengelolaannya
rang  penebangan  pohon untuk
ambil kayunya. Disamping sebagai
air untuk irigasi lahan pertanian,
i hidrologi kawasan hutan lindung

/&1

Boven Lais juga menjadi sumber penyediaan
air bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM)  milik Pemerintah  Kabupaten
Bengkulu Utara. Hasil survei
pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa
telah terjadi perambahan hutan di lokasi yang
berbatasan langsung dengan kedua desa.
Perambahan di kedua lokasi penelitian telah
mengubah penutupan lahan vegetasi hutan
menjadi tanaman budidaya yang didominasi
jenis tanaman pokok kopi dan yang
dikombinasikan ~dengan jenis tanaman
lainnya seperti nilam, pinang dan tanaman
semusim.

Sebagian besar masyarakat di sekitar
kawasan hutan Boven Lais mempunyai mata
pencaharian sebagai petani. Yang dimaksud
mata pencaharian disini adalah mata
pencaharian yang menjadi sandaran utama
masyarakat untuk memperoleh baik uang
maupun pangan guna memenuhi kebutuhan
hidupnya. Dengan demikian sumber daya
lahan dan tenaga, merupakan sumber daya
modal utama untuk memenuhi kebutuhannya.
Mata pencaharian lain yang dilakukan
masyarakat sekitar hutan lindung Boven Lais
antara lain pedagang, pengrajin/tukang,
swasta dan lain-lain.

Pendekatan Perumusan Masalah Dalam
pengelolaan Hutan Lindung Boven Lais

Pengelolaan kawasan hutan lindung
Boven Lais tidak bisa dipisahkan dengan
dinamika perkembangan sosial ekonomi
masyarakat, baik yang tinggal di dalam
maupun yang berada di  sekitarnya.
Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi
setiap tahun berimplikasi secara langsung
terhadap peningkatan kebutuhan dasar yang
umumnya dihasilkan dari pengelolaan sumber
daya alam, termasuk sumber daya hutan dan
lahan. Hal ini juga ditegaskan oleh Muraille
(1990), yang menyatakan bahwa ekosistem
hutan merupakan bagian dari ekosistem
pedesaan.

Merujuk konsepsi Muraille tersebut,
maka pengelolaan hutan sudah seyogyanya
menempatkan masyarakat yang berada di
dalam atau di sekitar kawasan menjadi bagian






image5.jpeg

Jurnal Agroekologi Vol. 30 No. 2 April 2011

tak terpisahkan dari aktivitas mengelola
hutan. Kesadaran ini sebenarnya juga secara
ekplisit sudah tertuang dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang
mengatur pengelolaan kawasan hutan yang
berada di Indonesia. Diadopsinya Hutan Desa
(HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan
Tanaman Rakyat (HTR) (Anonim, 2007)
dalam pembangunan dan pengelolaan hutan
di Indonesia merupakan bentuk penjabaran
dari konsepsi masyarakat sekitar hutan
sebagai bagian tak terpisahkan dalam
pengelolaan hutan atau hutan sebagai bagian
dari ekosistem pedesaan.

Sebagai bagian dari ekosistem
pedesaan, dengan sendirinya kawasan hutan
tidak bisa terhindar dari berbagai komponen
penyusun ekosistem pedesaaan yang lain
seperti manusia (sosial ekonomi masyarakat),
pertanian, peternakan, industri dan lainnya
sesuai karateristik di mana kawasan hutan itu
berada. Demikian juga kawasan hutan
lindung Boven Lais yang berbatasan
langsung dengan lahan pertanian masyarakat
desa-desa di sekitarnya.

Adanya perambahan hutan dan
pencurian kayu dalam kawasan hutan lindung
Boven Lais menunjukkan bagaimana
komponen sosial ekonomi masyarakat yang
menjadi  bagian  ekosistem  pedesaan
mempengaruhi komponen sumber daya
hutan. Pengaruh sosial ekonomi masyarakat
yang dapat dikatakan bersifat destruktif
terhadap hutan akan berakibat terganggunya
keseimbangan ekosistem pedesaan dalam
jangka panjang. Atau dengan kata lain
kegiatan perambahan dan pencurian kayu
akan berpengaruh terhadap sumber daya
hutan dan pada akhimya mengakibatkan
terganggunya fungsi ekologi, ekonomi dan
sosial sumber daya hutan.

Konsep sumber daya hutan bagian
dari ekosistem pedesaan dapat diadopsi
dengan menempatkan sistem pembangunan
wilayah tingkat desa/kelurahan sebagai dasar
perumusan pengelolaan hutan lindung Boven
Lais. Sumber daya hutan merupakan bagian
dari sistem pembangunan wilayah, sehingga
sub sistem pembangunan selain kehutanan

ISSN 1412 - 100 X 722

ikut diperhitungkan sebagai bagian yang
berpengaruh dalam pengelolaan sumber daya
hutan. Sub sistem pembangunan lain yang
dipandang mempunyai kaitan erat dengan
pengelolaan hutan lindung Boven  Lais
adalah : sub sistem sosial masyarakat dan
sub sistem pertanian.

Sub Sistem Kehutanan

Kaitannya  dengan  pengelolaan
kawasan hutan lindung Boven Lais,
Pemerintah  telah  menetapkan  dan
mengukuhkannya, namun kegiatan tersebut
tidak diikuti oleh kegiatan lain yang
memadai. Pengamanan hutan merupakan
kegiatan yang paling mudah untuk dilakukan,
namun tidak efektif dalam mencapai tujuan
kegiatan. Pemanfaatan hasil hutan non kayu
seperti rotan, damar, gaharu dalam kawasan
hutan lindung yang berlangsung beberapa
puluh tahun lalu dan tidak diikuti kegiatan
permudaan, telah menyebabkan potensi hasil
hutan tersebut mulai menurun, kecuali getah
damar yang masih mampu dihasilkan dari
tegakan pohon damar yang tidak ditebang,

Dengan fungsi utama sebagai
pengatur hidro-orologi (tata air), penoe‘

tanaman semusim atau monokultur lamn 3
Namun dipihak lain masyarakat sekitar huta
memerlukan lahan garapan dan lapa
kerja  akibat terjadinya  pertaml
penduduk. Hal ini sangat bertenta
dengan peraturan perundang-undangan yan
ada di bidang kehutanan saat ini, diman
penebangan dan pembukaan lahan fti
diperbolehkan. Pemerintah

Sedangkan potensi getah dan rotan dals
kawasan hutan lindung Boven Lais sek
Kelurahan Kemumu sudah sangat lang
Pohon penghasil getah damar, umumi
sudah sangat jarang dijumpai di d
kawasan hutan, mengingat pohon pengh:
getah tersebut umumnya memiliki kuall
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| yang relatif baik, baik kelas awet
pun kelas kuatnya sehingga telah
anfaatkan untuk kayu pertukangan.

Pada tahun 2006 Pemerintah melalaui
»s Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
gkulu Utara telah melakukan upaya
yisasi pada lahan yang mengalami
isakan  akibat perambahan. Upaya
oisasi dalam proyek Gerakan Rehabilitasi
@an dan Lahan (yang lebih dikenal dengan
utan “Gerhan”). Jenis tanaman yang
mnam antara lain Petai (Parkia speciosa),
mbang lanang, dan Melinjo (Gnetum
emon). Jenis tanaman petai, damar mata
cing dan melinjo  diharapkan dapat
enggantikan peran ekonomi bagi tanaman
ne dibudidayakan perambah yaitu tanaman
i. Demikian juga pada tahun 2008, di
lam kawasan hutan lindung Boven Lais
ng dekat dengan Kelurahan Kemumu juga
ksanakan kegiatan reboisasi  (gerhan)
gan jenis tanaman kayu bawang, mahoni
karet. Tanaman Kkaret dipilih sebagai
h satu jenis MPTS dalam reboisasi
- agar masyarakat

Porambah (34|
26 oot
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pemilikan  lahan  para
relatif kecil, mengingat tidak
rambah memiliki lahan di luar
1 hutan. Dari 26 responden, hanya 15
en yang meiliki lahan milik di luar

2 hutan dan terbatasnya lapangan
| sektor pertanian dan di luar sektor
1, responden mencari lahan garapan
u di dalam kawasan hutan.

Celurahan Kemumu memiliki lahan
368 ha, tegal/ladang 69,15 ha

723

memanfaatkan getah Kkaret dari kawasan
hutan lindung.

Sub Sistem Pertanian

Sub sistem pertanian di wilayah
sekitar hutan lindung Boven Lais sangat
didukung oleh sub sistem kehutanan.
Dibangunnya irigasi teknis yang berhulu
sungai di dalam kawasan hutan lindung
Boven Lais menuntut adanya kelestarian
sumber daya hutan, agar fungsi pengatur tata
air (hidro-orologis) dapat berjalan sehingga
air tersedia dalam jumlah yang cukup untuk
mengairi lahan khususnya sawah yang berada
di bawahnya.

Pada tahun 2007, rasio pemilikan
lahan masyarakat di kelurahan Kemumu
masih di atas kebutuhan lahan normal 0,79
ESTH/KK. Walaupun angka kebutuhan
minimum lahan untuk seluruh  keluruhan
dapat dipenuhi, namun adanya kepemilikan
lahan milik yang tidak merata dan sifat usaha
tani lahan sawah yang bersifat musiman,
menyebabkan sebagian warga yang tidak
memiliki lahan mencari lahan baru yaitu di
dalam kawasan hutan.

12. Rasio Pemilikan Lahan Masyarakat kelurahan Kemumu

S Kl = M
milik ha/KK

Rasio (ESTH/KK)*
T e (3980 e ool
FOa0s - oo w108 siowes cp il

msikan lahan milik berupa sawah dikalikan 1,5 ESTH

dan tanah perkebunan rakyat seluas 175 ha.
Lahan dalam kelurahan tersebut merupakan
sumber utama penghidupan bagi warga
kelurahan Kemumu.  Tanaman padi dan
jagung adalah  jenis  utama  yang
dibudidayakan masyarakat  di kelurahan
kemumu pada lahan milik yang berupa
sawah. Sedangkan lahan kebun dan tegal
dibudidayakan tanaman kopi, coklat, karet
dan sebagian kecil tanaman penghasil buah-
buahan seperti durian, petai, pinang, kayu
manis dan pisang.






